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Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Persekongkolan Dalam Tender. 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Persekongkolan dalam Tender. 

Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah 

Pertimbangan Menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentan Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat 


